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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sikap fiskus, lingkungan, 
keadilan dan sistem administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. 
Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada di 
KPP Pratama Ilir Barat Palembang dan sampel dalam penelitian ini menggunakan 
rumus Slovin, sehingga jumlah sampel sebanyak 100 respoden. Metode penelitian yang 
digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukan bahwa secara 
parsial sikap fiskus dan sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan 
wajib pajak, sedangkan lingkungan dan keadilan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan 
wajib pajak di KPP Pratama Ilir Barat Palembang. 
 




This research was made due to find out abaut the influence of fiscus character, 
environment, justice and the administration system of taxation to words the obedience 
level of the tax payer. The population from this research is a tax payer of a person that 
registered to the KPP Pratama Ilir Barat Palembang. As for the sampel are 100 
respondents. The research methods that were used called “Multiple Linier Regression” 
for the results of the research, it show that partially fisces character and the 
administration system of taxation can effect the tax payer’s submission, while for the 
environtment and justice they don’t have any impact to the tax payer’s submission at KPP 
Pratama Ilir Barat Palembang  
 






1.1 Latar Belakang 
Pembiayaan belanja negara tahun ke tahun semakin bertambah besar oleh 
karna itu negara membutuhkan  penerimaan negara yang berasal dari dalam negeri 
tanpa harus bergantung pada pinjaman dari luar negeri. Hal ini dapat diartikan bahwa 
semua pembelanjaan negara harus dibiayai dari pendapatan negara, yaitu dari 
penerimaan dari pajak dan penerimaan bukan pajak (Jatmiko, 2006). 
Penerimaan bukan pajak yang berasal dari pemanfaatan migas, pelayanan dari 
pemerintah, pengelolaan kekayaan negara dan lain-lain yang bersifat tidak stabil. 
Oleh karna itu kebanyakan Negara menggantungkan sumber pembiayaan belanja 
berasal dari pajak.Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang pasti dan 
mencerminkan suatu kerjasama masyarakat untuk membiayai Negara. 
Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak suatu  instansi pemerintahan di bawah 
Departemen Keuangan. Sebagi sistem perpajakan di Indonesia berusaha untuk 
meningkatkan penerimaan pajak dengan mereformasi pelaksanaan sistem perpajakan 
yang lebih modern. Pajak bersifat dinamis dan mengikuti perkembangan dari 
kehidupan ekonomi dan sosial sehingga menuntut adanya perbaikan baik secara 
sistemik maupun operasional. Perbaikan sistem perpajakan hanya penyempurnaan 
kebijakan dan sistem administrasi perpajakan diharapkan dapat mengoptimalkan 
potensi perpajakan yang tersedia dengan menjunjung asas keadilan sosial. Reformasi 
perpajakan tujuan utamanya adalah untuk kemandirian ekonomi dalam pembiayaan 
pembangunan nasional dengan jalan lebih ditujukan kepada kemampuan sendiri. 
Secara berkesinambungan, penerimaan pajak diharapkan dapat mengurangi 
ketergantungan terhadap utang kepada luar negeri. 
Kepatuhan Wajib Pajak (tax compliance) dapat diidentifikasi dari tingkat 
Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan Surat 
Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam penghitungan, pembayaran pajak terutang, 
dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. kepatuhan menjadi sangat penting 
karena ketidakpatuhan secara bersamaan akan menimbulkan upaya menghindarkan 
pajak, seperti tax evasion dan tax avoidance, yang menyebabkan  berkurangnya 
penyetoran dana pajak ke kas Negara. 
Setiap wajib pajak akan patuh dalam melaksanakan kewajibannya membayar 
pajak tergantung pada pelayanan pajak (Fiskus) yang memberikan pelayanan 
terhadap wajib pajak. Pelayanan fiskus salah satu proses bantuan kepada wajib pajak 
dengan cara-cara tertentu untuk membuat wajib pajak tidak membuang waktu dan 
ekonomi untuk membayar pajaknya. 
Keadilan dalam perpajakan sangatlah penting dimana akan mempengaruhi WP 
terhadap kepatuhan. Seperti adil dalam mengenai sanksi jika tidak membayar pajak 
yang disengaja maupun tidak sengaja dilakukan oleh wajib pajak (Termasuk para 
pejabat publik ataupun keluarganya) 
Perilaku tidak patuh sering kita jumpai seperti perilaku ketidakpatuhan dapat 
dilihat dari kebiasaan wajib pajak untuk menunda-nunda pembayaran kewajiban 
pajaknya, dengan sengaja maupun tidak sengaja membayar tepat waktu dan ada 
beberapa masyarakat yang seharusnya telah memenuhi syarat menjadi wajib pajak 
dengan sengaja tidak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Fenomena yang terjadi 
diatas adalah fenomena lingkungan dimana masyarakat  menunjukkan masih 





TABEL 1.1  
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pelaporan SPT 
Tahunan Tahun 2012-2016 
 






(b/a x 100%) 
(c) 
2012 86.633 36.405 42% 
2013 95.158 34.547 36,3% 
2014 104.390 42.303 40,5% 
2015 113.169 48.533 42,9% 
2016 124.351 49.158 39,5% 
Sumber :KPP Pratama Ilir Barat Palembang 
 
Dari tabel di atas dapat dilihat tingkat kepatuhan dalam 5 tahun terakhir 
cenderung mengalami penurunan dari tahun 2012-2013 dari 42% ke 36,3% dan 
2015-2016 dari 42,9% ke 39,5%. Tingkat kepatuhan paling tinggi pada tahun 2015 
sebesar 42,9%. Dari tabel 1.1 dapat disimpulkan bahwa kepatuhan yang terjadi di 
KPP Pratama Ilir Barat I Masih kurang dikarenakan tingkat kepatuhan tidak melebihi 
42,9/tahun yang dicapai pada tahun 2015. Dirjen pajak telah membuat pajak dengan 
sistem online seperti e-SPT dan e-Filling  dengan tujuan memudahkan wajib pajak 
melaporkan pajaknya dengan sistem online dan tidak membuang biaya dan waktu 
untuk melaporkan pajaknya akan tetapi dilihat dari tabel 1.1 tingkat kepatuhan 
cenderung menurun. Fenomena kepatuhan cenderung menurun di karenakan masih 
banyak wajib pajak belum memahami peraturan perpajakan. Wajib pajak dikatakan 
patuh dalam perpajakan dengan memahami secara penuh tentang peraturan 
perpajakan dan berusaha memahami undang-undang perpajakan, cara menghitung 
pajak, cara pengisian formulir perpajakan, cara melaporkan SPT, dan selalu 
membayar pajak tepat waktu.  
Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk mengetahui lebih lanjut 
mengenai Pengaruh Sikap Fiskus, Lingkungan Wajib Pajak, Keadilan Pajak 
Dan Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
1. Apakah sikap fiskus, lingkungan wajib pajak, keadilan pajak dan sistem 
administrasi perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan pajak? 
2. Apakah sikap fiskus, lingkungan wajib pajak, keadilan pajak dan sistem 
administrasi perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan pajak?  
 
1.3 Tujuan Penelitian 
1. Untuk menganalisis pengaruh sikap fiskus, lingkungan wajib pajak, keadilan 
pajak dan sistem administrasi perpajakan secara parsial terhadap kepatuhan pajak  
dalam membayar pajak. 
2. Untuk menganalisis pengaruh sikap fiskus, lingkungan wajib pajak, keadilan 
pajak dan sistem administrasi perpajakan secara simultan terhadap kepatuhan 







2. LANDASAN TEORI 
 
2.1 Theory of Planned Behavior 
Teori kepatuhan adalah perilaku  yang di timbulkan oleh individu muncul 
karena adanya niat untuk berperilaku ditentukan oleh 3 faktor ( Icek Ajzen, 1988 – 
1991 dalam mustikasari, 2007), yaitu : 
a Behavioral Beliefs 
Behavioral Beliefs adalah merupakan keyakinan individu akan hasil dari suatu 
perilaku atas hasil tersebut. 
b Normative Beliefs 
Normative Beliefs adalah keyakinan tentang harapan normatif orang lain motivasi 
untuk memenuhi harapan tersebut. 
c Control Beliefs 
Control Beliefs adalah suatu keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang 
mendukung atau menghambat perilaku yang akan di tampilkan dan persepsinya 
seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut. 
 
2.2 Pengertian Pajak 
Pajak adalah iuran wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan 
terhadap negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak 
berdampak secara langsung melainkan di gunakan untuk memenuhi keperluan 
Negara yang di butuhkan agar tercapai kemakmuran wajib pajak. 
 
2.3 Sikap Fiskus 
Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak tergantung pada bagaimana 
sikap fiskus memberikan  pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak. Selama ini 
peranan fiskus lebih banyak peran sebagai seorang pemeriksa. Untuk menjaga agar 
wajib pajak tetap patuh terhadap pajaknya dibutuhkan peran lebih dari sekedar 
pemeriksa. Fiskus harus memiliki kompetensi keahlian (skill), pengetahuan 
(Knowledge) dan pengalaman (experience) dalam kebijakan perpajakan. Fiskus juga 
harus memiliki motivasi tinggi sebagai pelayan publik. 
 
2.4 Lingkungan 
Lingkungan mempengaruhi seseorang untuk compliance dan non compliance 
tidak dapat ditinjau dengan satu variabel (Daroyani, 2010). Melalui teori-teori dan 
penelitian mengidentifikasi variabel penyebab compliance dan non compliance WP 
yaitu  
1) kepentingan diri sendiri 
2) tekanan sosial dan informal 
3) koersi/ancamannya 
4) kebiasaan legimitasi dan transparansi dan 
5) tingkat pengetahuan tentang peraturan.  
 
2.5 Keadilan 
Keadilan salah satu kunci pemerintah untuk memungut dana dari wajib pajak  
sesuai dengan asas keadilan yang dimana pajak harus dikenakan secara adil dan 
merata dalam arti lain pajak dikenakan kepada wajib pajak sebanding dengan 
kemampuannya membayar pajak. Dalam keadilan pajak terdiri dari 2 macam asas 
keadilan yaitu benefit principle approach dan ability to pay principle approach.  
Menurut asas benefit principle approach apabila jumlah pajak yang di bayar  
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sebanding dengan manfaat yang di terima dari kegiatan pemerintah sedangan 
menurut asas ability to pay principle approach pajak di bebankan oleh pembayaran 
pajak berdasarkan kemampuan untuk membayar masing-masing.  
 
2.6 Sistem Administrasi Perpajakan 
Sistem administrasai perpajakan merupakan salah satu kunci keberhasilan 
dalam kebijakaan pajak. Oleh karna itu Sistem administasi harus dilaksanakan secara 
berkesinambungan supaya fungsi pelayanan dapat di laksanakan secara optimal 
kepada wajib pajak dan merupakan instrument untuk meningkatkan kepatuhan 
secara sukarela oleh wajib pajak, meningkatkan kepercayaan, meningkatkan 
integritas aparat pajak. (Rahayu, 2010) Mengatakan bahwa administrasi pajak dalam 
arti sebagai prosedur meliputi antara lain tahap-tahap pendaftaran wajib pajak, 
penetapan pajak, pembayaran pajak, pelaporan pajak dan penagihan pajak. 
 
2.7 Kepatuhan Pajak 
Menurut simon james et al (n.d) yang di kutip oleh Hardiyanti (2012), 
pengertian kepatuhan wajib pajak adalah seseorang atau wajib pajak yang 
mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan peraturan 
yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, peringatan atau ancaman, 
investigasi seksama dalam penerapan sanksi baik hukuman maupun administrasi. 
 
2.8 Kerangka Pemikiran 
 
 




3. METODOLOGI PENELITIAN 
 
3.1 Pendekatan Penelitian 
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
kuantitatif. Menurut Sugiyono (2014) pendekatan kuantitatif adalah metode 
penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme di gunakan meneliti pada 
populasi atau sampel tertentu. pengumpulan data menggunakan instrument penelitian 
dan dianalisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan menguji hipotesis yang 
telah di tetapkan 
 
3.2 Objek dan Subjek Penelitian 
Objek dalam penelitian ini adalah Sikap Fiskus, Lingkungan, Keadilan dan 
Sistem Administrasi Perpajakan. Subjek penelitian ini adalah Kantor Pelayanan 
Pajak Pratama Ilir Barat I Palembang. 
 
3.3 Teknik Pengambilan Sampel 
- Populasi 
Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi sebesar 124.351 
yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ilir Barat I Palembang 
- Sampel 
Dalam penelitian ini untuk menentukan sampel, peneliti menggunakan rumus 
Slovin agar bisa dapat mengetahui beberapa besar jumlah sampel yang 
diinginkan. Rumusnya sebagai berikut (Sanusi, 2011) : 
𝐧 =
𝐍
𝟏 + (𝐍 × 𝐞𝟐)
 
Dimana : 
n  : ukuran sampel 
N : ukuran sampel 
e : Persentanse kelonggaran ketidaktelitian diakibatkan oleh kesalahan 
pengambilan sampel yang masih di inginkan, dalam sampel ini adalah 10% 
Sampel dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar 
pada KPP Pratama Ilir Barat Palembang. Dengan menggunakan rumus Slovin 
menghasilkan 100 responden. 
 
3.4 Teknik Analisa Data 
Analisis data adalah sebagai upaya mengolah data yang telah dikumpulkan 
untuk menjadikan informasi, sehingga karakteristik atau sifat-sifat data tersebut 
dapat dengan mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawab fenomena yang 
terkait dengan kegiatan penelitian. Metode digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode deskriptif, yaitu metode yang membahas masalah dengan menggunakan, 
membandingkan suatu keadaan serta menjelaskan suatu keadaan sehingga dapat 











4. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
4.1 Gamabaran Umum Objek Penelitian 
Berdirinya Kantor Pelayanan Pajak Ilir Barat Palembang atas dasar Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 yang berisi tentang organisasi dan tata 
kerja instansi Direktorat Jendral Pajak yang telah di ubah menjadi Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 67/PMK.01/2008. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ilir Barat 
Palembang yang sebelumnya bernama Kantor Pelayanan Pajak Ilir Barat Palembang 
didirikan sebagai dari modernisasi Direktorat Jendral Pajak dengan menerapakan 
sistem administrasi perpajakan modern. Kantor Pelayanan Pajak Ilir Barat 
Palembang yang beralamat Jalan Tasik, Kambang Iwak, Palembang 30135, Kantor 
Pelayanan Pajak bersatu dengan gedung Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan, 
Kepulauan Bangka Belitung dan Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang. 
 
4.2 Hasil Penelitian 
 
4.2.1 Uji Analisis Linier Berganda 
Tabel 4.1  
 
Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda 
 
Sumber : Data Diolah SPSS V 22, 2017 
 
Maka persamaan regresi linier berganda sebagai berikut : 
𝐘 = 𝟑. 𝟑𝟖𝟗 + 𝟎, 𝟐𝟖𝟐𝐗𝟏 + 𝟎, 𝟏𝟐𝟑𝐗𝟐 − 𝟎, 𝟒𝟗𝐗𝟑 + 𝟎, 𝟐𝟑𝟒𝐗𝟒 + 𝐞  
1. Pada persamaan regresi diatas menunjukan nilai konstanta sebesar 3,389. 
Yang artinya jika Sikap Fiskus, Lingkungan, Keadilan, dan Sistem 
Administrasi Perpajakan deskriminasi bernilai nol, maka tingkat kepatuhan 
diprediksikan akan teetap meningkat secara konstan (karena nilai konstanta 
uji regresi bernilai positif). 
2. Pada koefisien regresi pada variabel sikap fiskus sebesar 0.282. dimana 
setiap peningkatan sikap fiskus sebesar satu-satuan, maka terjadi 
meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak  sebesar 0,282 satu-satuan 
dengan asumsi variabel independen (X) lain nilainya tetap. 
3. Pada koefisien regresi pada variabel lingkungan sebesar 0.123. dimana 
setiap peningkatan lingkungan sebesar satu-satuan, maka terjadi 
meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak  sebesar 0,123 satu-satuan 
dengan asumsi variabel independen (X) lain nilainya tetap. 
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4. Pada koefisien regresi pada variabel keadilan sebesar -0,49. dimana setiap 
peningkatan keadilan sebesar satu-satuan, maka terjadi meningkatkan 
tingkat kepatuhan wajib pajak  sebesar -0,49 satu-satuan dengan asumsi 
variabel independen (X) lain nilainya tetap. 
5. Pada koefisien regresi pada variabel sistem administrasi perpajakan sebesar 
0.234. dimana setiap peningkatan sistem administrasi perpajakan sebesar 
satu-satuan, maka terjadi meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak  
sebesar 0,234 satu-satuan dengan asumsi variabel independen (X) lain 
nilainya tetap. 
 
4.2.1 Uji Hipotesis 
 Uji Parisal 
1. Sikap Fiskus (X1) mempunyai nilai signifikan 0,039 yang berarti nilai 
lebih kecil dari 0,05 dengan thitung sebesar 2,039 dan ttabel  1,985 thitung  > 
ttabel berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan secara parsial Sikap 
Fiskus (X1) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi 
di KPP Pratama Ilir Barat Palembang. Karena nilai signifikan yang 
lebih kecil dari 0,05 dan thitung  > ttabel, maka h01 ditolak dan ha1 diterima. 
 
2. Lingkungan (X2) mempunyai nilai tidak signifikan 0,201 yang berarti 
nilai lebih besar dari 0,05 dengan thitung sebesar 1,288 dan ttabel  1,985 
thitung  < ttabel berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan secara parsial 
Lingkungan (X2) tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan 
wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Ilir Barat Palembang. Karena 
nilai signifikan yang lebih besar dari 0,05 dan thitung  < ttabel, maka h02 
diterima dan ha2 ditolak. 
 
 
3. Keadilan (X3) mempunyai nilai tidak signifikan 0,590 yang berarti nilai 
lebih besar dari 0,05 dengan thitung  sebesar     -0,540 dan ttabel  1,985 thitung 
< ttabel berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan secara parsial 
keadilan (X3) tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib 
pajak orang pribadi di KPP Pratama Ilir Barat Palembang. Karena nilai 
signifikan yang lebih besar dari 0,05 dan thitung  < ttabel, maka h03 diterima 
dan ha3 ditolak. 
 
4. Sistem Administrasi Perpajakan (X4) mempunyai nilai signifikan 0,049 
yang berarti nilai lebih kecil dari 0,05 dengan thitung sebesar 1,994 dan 
ttabel  1,985 thitung  > ttabel berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan 
secara parsial Sistem Administrasi Perpajakan (X4) berpengaruh 
terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Ilir Barat 
Palembang. Karena nilai signifikan yang lebih kecil dari 0,05 dan thitung  













Hasil Uji F (Simultan) 
 
Sumber : Data Diolah SPSS V 22, 2017 
Berdasarkan dari tabel di atas memiliki hasil nilai Fhitung  sebesar 3,674 > 
dari Ftabel 2,47 dan nilai signifikan sebesar 0,008 < dari 0,05. Dari data tersebut 
dapat di simpulkan bahwa terdapat signifikan yang kuat yang terjadi pada 
variabel X terhadap variabel Y, maka dapat dikatakan Sikap Fiskus (X1), 
Lingkungan (X2), Keadilan (X3) dan Sistem Administrasi Perpajakan (X4) 
berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 
Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Ilir Barat Palembang (Y). 
 
4.3 Pembahasan 
- Pengaruh Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan WPOP 
Berdasarkan hasil penguji menunjukan variabel  Sikap Fiskus (X1)  
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang dimana thitung 
sebesar 2,093 ≥ ttabel sebesar 1,985 dan nilai signifikan 0.039 ≤ 0,05, maka Ha1 
diterima. Hasil uji tersebut menjawab fonomena yang terjadi di Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Ilir Barat Palembang karena dengan adannya Sikap 
Fiskus dapat dilihat dari jumlah SPT Tahunan dari 2012-2016 cenderung 
meningkat. Peningkatan Jumlah SPT Tahunan dikarenakan semakin berkualitas 
pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak yaitu fiskus memiliki kompetensi 
dalam skill, knowledge dan experience dalam bidang kebijakan perpajakan, 
administrasi perpajakan, perundang-undangan perpajakan. Semakin baik 
memberikan pelayanan dalam memberikan penjelasan terhadap wajib pajak 
dengan sikap ramah agar wajib pajak benar-benar paham sesuai dengan 
diharapkan dan diinginkan. Hal ini  terlihat dari wajib pajak yang setiap hari 
datang ke KPP Pratama Ilir barat seperti melaporkan pajaknya, SPT Tahunan 
dan Konsultasi dengan petugas pajak dan sehingga wajib pajak memiliki tingkat 
kepatuhan yang tinggi. Sesuai dengan Theory of Planned Behavior yang dimana 
sikap fiskus memotivasi, memberikan pelayanan secara baik pada wajib pajak 
agar taat pada pajak untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.  
Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Santi (2012) yang 
menyatakan sikap fiskus memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib 
pajak dalam  
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membayar pajak dan penelitian dari Andri Christian Ginting (2013) juga 
menyatakan sikap fiskus berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan. 
 
- Pengaruh Lingkungan Terhadap Kepatuhan WPOP 
Berdasarkan hasil penguji menunjukan variabel  Lingkungan (X2)  tidak 
berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang 
dimana thitung sebesar 1,288 ≤ ttabel sebesar 1,985 dan nilai signifikan 0.201 ≥ 
0,05, maka H02 diterima. Hasil uji tersebut tidak menjawab fenomena yang 
terjadi di KPP Pratama Ilir Barat Palembang karena dengan adanya lingkungan 
dapat lihat dari jumlah wajib pajak dari tahun 2012-2016 meningkat tetapi 
tingkat kepatuhan wajib pajak tidak mengalamin peningkatan. Menurut teori 
Theory of Planned Behavior lingkungan akan mengpengaruhi tingkat kepatuhan 
yang mana lingkungan kondisi akan memperngaruhi tingkat kepatuhan tetapi 
hasil penelitian ini menyatakan lingkungan tidak mempengaruhi dikarenakan 
lingkungan wajib pajak telah kondusif dapat dilihat dari jumlah wajib pajak 
meningkat tapi tidak meningkatkan kepatuhan yang mana tingkat kepatuhan 
KPP Ilir Barat Palembang masih mengalamin penurunan dari tahun 2015-2016. 
Hal ini terlihat dari pernyataan yang telah diisi oleh responden, dimana 
responden menganggap lingkungan wajib pajak itu tidak penting atau tidak  
berpengaruh terdahap kepatuhan dan responden menganggap bawah lingkungan 
wajib pajak akan tidak mempengaruhi kepatuhan dilingkungan tersebut 
dikarenakan lingkungan yang patuh tergantung pada kesadaran wajib pajak itu 
sendiri dengan kata lain jika kesadaran wajib pajak pada lingkungan wajib pajak 
tersebut tinggi maka tingkat kepatuhan dilingkungan tersebut tinggi. Menurut 
teori Theory of Planned Behavior lingkungan akan mengpengaruhi tingkat 
kepatuhan tetapi  
Sejalan dengan penelitian oleh Fin-Fin Novitasari (2007) menyatakan 
bahwa lingkungan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan. 
 
- Pengaruh Keadilan Terhadap Kepatuhan WPOP 
Berdasarkan hasil penguji menunjukan variabel  Keadilan (X3)  tidak 
berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang 
dimana thitung sebesar -0,540 ≤ ttabel sebesar 1,985 dan nilai signifikan 0.590 ≥ 
0,05, maka H03 diterima. Hasil uji tersebut tidak menjawab fenomena yang 
terjadi di KPP Pratama Ilir Barat Palembang karena dengan adanya keadilan 
tidak mempengaruhi tingkat kepatuhan di KPP Pratama Ilir Barat. menurut teori 
Menurut teori Theory of Planned Behavior keadilan akan mengpengaruhi tingkat 
kepatuhan yang mana wajib pajak telah meraskan adil terhadap pajaknya akan 
menimbulkan rasa patuh dengan sendirinya akan tetapi hasil yang diperoleh 
dalam penelitian ini keadilan tidak mempengaruhi kepatuhan dikarenakan 
menurut responden keadilan tidak membuat wajib pajak orang pribadi menjadi 
patuh dan peraturan pajak yang sangat mengikat lebih mendorong wajib pajak 
untuk bersikap patuh daripada rasa keadilan. Seperti Tax amnesty dimana wajib 
pajak bebas melaporkan hartannya tanpa dikenakan denda dan membuat wajib 
pajak yang patuh merasa tidak adil. Dan menurut Christensen dkk. (dalam Azmi 
dan Perumal, 2008) menyatakan bahwa persepsi keadilan sulit didefinisikan 
karena empat masalah utama: (1) merupakan masalah dimensional, (2) dapat 
didefinisikan pada tingkat individu maupun pada mayarakat luas, (3) keadilan 
terkait dengan kompleksitas, dan (4) kurangnya keadilan dapat menjadikan 
pertimbangan atau menyebabkan ketidakpatuhan. 
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Sejalan dengan  penelitian oleh Andarini Pris K (2010) menyatakan tidak 
ada dimensi keadilan pajak yang berpengaruh secara signifikan. 
 
- Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP 
Berdasarkan hasil penguji menunjukan variabel  Sistem Administrasi 
Perpajakan  (X4)  berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi 
yang dimana thitung sebesar 1994 ≥ ttabel sebesar 1,985 dan nilai signifikan 0.049 ≤ 
0,05, maka Ha4 diterima. Hasil uji tersebut menjawab fonomena yang terjadi di 
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ilir Barat Palembang karena dengan adannya 
Sistem Administrasi Perpajakan dapat dilihat dari jumlah SPT Tahunan dari 
2012-2016 cenderung mengalamin peningkatan. SPT Tahunan dikarenakan 
sistem administrasi perpajakan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang 
memudahkan wajib pajak untuk melaporkan pajaknya secara online. Semakin 
mudah melaporkan kewajibannya pajaknya semakin tingginya pula tingkat 
kepatuhan melalui sistem admnistrasi perpajakan. Dapat dilihat dari setiap hari 
wajib pajak datang ke KPP Pratama Ilir Barat seperti konsultasi, pendaftaran 
eFin untuk pendaftaran e-Filling. Sesuai dengan grand teori Theory of Planned 
Behavior yang dimana sistem administrasi perpajakan memanfaatkan teknologi 
secara online memotivasi wajib pajak agar taat pada pajak untuk meningkatkan 
tingkat kepatuhan wajib pajak.  
Sejalan dengan penelitian oleh Nur Aini (2017) dan Irmayanti Madewing 
(2013) menyatakan sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap 
kepatuhan wajib pajak. 
 
- Pengaruh Sikap Fiskus (X1), Lingkungan (X2), Keadilan (X3), dan Sistem 
Admnistrasi Perpajakan (X4) Berpengaruh Simultan Terhadap Kepatuhan 
Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) 
Berdasarkan hasil uji hipotesis menunjukan nilai Fhitung  sebesar 3,674 
lebih besar dari Ftabel sebesar 2,47 dan nilai signifikan 0,008 lebih kecil dari 0,05 
Ha5 diterima. Hal ini membuktikan bahwa Sikap Fiskus (X1), Lingkungan (X2), 
Keadilan (X3) dan Sistem Administrasi Perpajakan (X4) berpengaruh secara 
simultan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Artinya adanya sikap fiskus untuk 
membantu wajib pajak dalam member informasi dan pelayanan yang baik dan 
keadilan untuk wajib pajak serta sosialisasi yang baik akan membuat 
dilingkungan wajib pajak lebih patuh serta diimbangi dengan sistem administrasi 
perpajakan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang memudahkan wajib 
pajak untuk melaporkan kewajibannya dengan demikian akan meningkatkan 
kepatuhan wajib pajak orang pribadi.  
Sesuai dengan kondisi dilapangan dimana wajib pajak datang KPP 
Pratama Ilir Barat hanya untuk melaporkan pajaknya, membuat NPWP, 
Pendaftaran eFIN, Konsultasi dengan petugas pajak. dan sesuai dengan teori  
Theory of Planned Behavior yang dimana ketiga faktor tersebut menentukan 
seseorang untuk berprilaku, maka wajib pajak masuk tahap Intention merupakan 
tahap dimana seseorang memiliki niat untuk berperilaku patuh dan kemudian 
tahap akhir Behavior dimana tahap seseorang berperilaku patuh pada kewajiban 
pajaknya. Sikap Fiskus, Lingkungan, Keadilan dan Sistem Administrasi 
Perpajakan merupakan faktor yang menentukan perilaku patuh terhadap wajib 
pajak oleh karna itu Wajib Pajak akan memiliki niat untuk membayar dan pajak 




5. KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan 
1. Sikap Fiskus dan Sistem Administrasi Perpajakan terhadap kepatuhan wajib 
pajak berpengaruh secara Parsial sedangkan Lingkungan dan Keadilan terhadap 
kepatuhan tidak pengaruh signifikan secara parsial didukung oleh kondisi 
dilapangan dimana sikap fiskus memberikan pelayanan yang sangat baik dan 
sistem administrasi perpajakan yang memanfaatkan sistem informasi dengan baik  
yang membuat wajib pajak mudah untuk melaporkan  pajaknya dan membayar 
pajak dengan mudah dan sedangkan lingkungan dan keadilan yang mana 
responden/Wajib pajak menganggap lingkungan wajib pajak tidak penting 
dikarenakan lingkungan yang patuh tergantung pada kesadaran wajib pajak itu 
sendiri dan keadilan tidak membuat wajib pajak orang pribadi menjadi patuh dan 
peraturan pajak yang sangat mengikat lebih mendorong wajib pajak untuk 
bersikap patuh daripada rasa keadilan. 
2. Sikap Fiskus, Lingkungan, Keadilan dan Sistem Administrasi Perpajakan 
terhadap kepatuhan wajib pajak berpengaruh secara simultan didukung dengan 
hasil uji yang dimana nilai Fhitung sebesar 3,674 lebih besar dari Ftabel 2,47 dan 
nilai signifikan 0,008 lebih kecil dari 0,05. Didukung dengan kondisi lapangan 
yang mana sikap fiskus yang memberikan pelayanan, infromasi dan sosialisasi 
kepada wajib pajak dengan baik dan adil pada semua wajib pajak yang terdaftar, 
yang dimana telah melakukan sosialisasi dengan baik akan menimbulkan patuh 
pada lingkungan wajib pajak dan sistem perpajakan dengan memanfaatkan 




1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ilir Barat Palembang:  
Dari hasil penelitian ditunjukkan bahwa Lingkungan dan Keadilan tidak 
berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Oleh karena itu, dibutuhkan kerja 
keras dari petugas pajak untuk meningkatkan prosedur dan strategi di lingkungan 
Kantor Pelayanan Pajak agar dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. 
Misalnya dengan memberikan sosialisasi yang optimal dari petugas pajak kepada 
Wajib Pajak dan meningkatkan keadilan dalam melaporkan pajak kepada Wajib 
Pajak. Dengan dilakukannya upaya untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak 
dapat meningkatkan penerimaan pajak.  
2.  Bagi peneliti selanjutnya:  
a. Pada penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel-variabel 
yang lain, seperti kepuasan Wajib Pajak, pemahaman Wajib Pajak dan Sanksi 
Pajak, agar dapat membandingkan dan menyempurnakan hasilnya dengan 
penelitian ini.  
b. Penelitian selanjutnya juga disarankan menambah jumlah responden di KPP 
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